
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR 038 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! 
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2022 telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 29 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan
dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga
perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 343
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;



Mengingat: 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisrne (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6573);

15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6757);

16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



-5-

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10};

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 51);
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2019 Ten tang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 Ten tang Klasif:tkasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 144 7);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);



- 7 -

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 7
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2009 Nomor 17);

39. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);

40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100);

41. Peraturan Daerah Provinsi Ka1imantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

42. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun
2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);

43. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
KaHrnantan Selatan (Berita Daerah Provinsi KaHrnantan
Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor O 10 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Kalimantan
Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Nomor 10);

44. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2022 Nomor 29);



Menetapkan: 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINS! KALIMANTAN 
SELATAN TAHUN 2022. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Gubernur adalah
Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan
Selatan.

5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provisni Kalimantan Selatan
yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki
tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang
selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan
pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya
disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan
Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan sejak Tahun 2020 sampai dengan
Tahun 2024.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi
Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai
dengan Tahun 2025.
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12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 5 (lima) ta.hunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi,
dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah
terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

13. Perubahan Rencana Kerja Pemerinta.h Daerah yang selanjutnya disebut
Perubahan RKPD adalah Perubahan terhadap dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Renja PD).

14. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah untuk perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan,
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi
maupun yang ditempih dengan mendorong partisipasi masyarakat.

15. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya
disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran Pemerintah Daerah Provinsi yang berisi program dan
kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara
didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 2 

Perubahan RKPD merupakan: 
a. dokumen perencanaan Daerah untuk perubahan APBD dan perubahan

PPAS;dan
b. penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, yang memuat

rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerinta.han Daerah.

Pasal 3 

(1) Maksud Perubahan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan
sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. pedoman penyusunan KUA perubahan APBD Tahun Anggaran 2022,

serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara; dan
c. acuan bagi Pemerinta.h Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun

Perubahan RKPD Tahun 2022.
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(2) Tujuan penetapan Perubahan RKPD adalah untuk:
a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik

antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan
maupun antar tingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan

dan berkelanjutan.

BAB II 
ISi DAN URAIAN PERUBAHAN RKPD 

Pasal 4 

(1) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2, disusun dengan sistematika:
a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
f. BAB VI Penutup.

(2) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EV ALUASI 

Pasal 5 

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 'll �u\\ 1,o-Z.),, 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal l I Ju\:, 2,0'2.l 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3(2i 



LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR C� TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2022 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

PROVINS! KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 

PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH 

PROVINS! KAUMANTAN SELATAN 

� \{:f:;:! 

'-'",-. 

:�i'.::�;�F 



BAB VI 
PENUTUP 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Gubemur, merupakan dokumen perencanaan 

dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (PPAS-PAPBD). 

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2022 sebagaimana telah disempumakan dan dirubah menyesuaikan asumsi 

dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, 

ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, 

Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. 

Dalam kaitan ini diharapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan 

Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat dapat 

melaksanakannya dan saling mendukung program-program pembangunan 

sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 beserta perubahannya 

agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang 

dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan 

masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Kalimantan Selatan. 
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